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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang mulai beranjak dari
kegiatan di luar rumah menjadi kegiatan di dalam rumah. Dan tidak sedikit pula
orang yang di PHK oleh perusahaannya dikarenakan wabah Covid-19.
Dikarenakan kebutuhan terus berlanjut, maka mereka mengajukan pinjaman
kepada Fintech Lending legal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan
peneliti meliputi: 1) Bagaimana debitur melakukan wanprestasi, 2) Bagaimana
peran Hukum Positif terhadap Fintech Lending Legal di OJK Regional Kediri, 3)
Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Fintech Lending Legal di OJK
Regional Kediri? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini merupakan
untuk: 1) Untuk mengetahui alasan debitur melakukan wanprestasi, 2) Untuk
mengetahui peran hukum positif terhadap Fintech Lending legal di OJK Regional
Kediri, 3) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Fintech Lending
legal di OJK Regional Kediri.

Salah satu hal terpenting dari penelitian yakni metode penelitian, baik dalam
penelitian yang memiliki sifat empiris maupun yuridis. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni wawancara, dokumentasi
dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Debitur melakukan wanprestasi
dikarenakan mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi semua
Fintech yang mereka pinjam. 2) Ketentuan mengenai layanan perkreditan atau
pinjaman online diatur dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016 mengatur tentang
LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).
Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yakni bantuan serta
pengajuan gugatan di pengadilan, serta edukasi kepada pihak konsumen terkait
perlindungan hukum, 3) Pinjaman online masih banyak yang riba dan gharar,
walaupun Fintech Lending tersebut sudah masuk dalam kategori Legal.
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This research is motivated by the increasing number of people transitioning
from activities outside the home to activities inside the home. Additionally, many
individuals have been laid off by their companies due to the Covid-19 pandemic.
As their needs persist, they are applying for loans from legitimate Fintech
Lending platforms.

Based on the aforementioned background, the formulation of the problem
posed by the researcher includes: 1) How do debtors Underachievement, 2) What
is the role of Positive Law on Legal Fintech Lending at the Kediri Regional OJK,
3) What is the perspective of Islamic Law on Legal Fintech Lending at the Kediri
Regional OJK? The objectives of this research are: 1) To find out the reasons for
debtors to default, 2) To find out the role of positive law on legal Fintech Lending
at the Kediri Regional OJK, 3) To find out the perspective of Islamic law on legal
Fintech Lending at the Kediri Regional OJK .

One of the crucial aspects of this research is the research methodology,
both in empirical and juridical studies. The data collection techniques employed
in this study include interviews, documentation, and literature review. Meanwhile,
the data analysis techniques encompass data reduction, data presentation, and
drawing conclusions.

This research findings indicate that: 1) Underachievement is a breach of
promise where the debtor fails to perform an obligation. 2) The provisions
regarding online lending services or loans are regulated under POJK NO.
77/POJK.01/2016, which governs LPMUBTI (Information Technology-Based
Money Lending Services). Legal protection provided to the public includes
assistance and the ability to file lawsuits in court. Despite being categorized as
legal, many online loans still involve usury and uncertainty (gharar).
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